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BAB  III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

   Berdasarkan pembahasan yang telah penulis susun serta data data yang 

telah penulis teliti, berikut kesimpulan yang dapat penulis buat:  

1. Efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terhadap 

alokasi anggaran pendidikan dapat dikatakan sudah berada pada 

tingkat yang baik. Melalui pendekatan pengawasan yang sistematis, 

DPRD DIY melakukan evaluasi yang mendalam terhadap 

penggunaan anggaran, sehingga memastikan bahwa dana yang 

dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien. 

DPRD juga aktif menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku 

kepentingan, termasuk masyarakat dan lembaga pendidikan, untuk 

mengidentifikasi aspirasi serta kebutuhan yang ada. Partisipasi 

masyarakat dalam proses pengawasan anggaran pendidikan menjadi 

faktor kunci dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas. 

Kolaborasi antara DPRD, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

(DISDIKPORA), serta masyarakat sangat penting dalam 

merumuskan kebijakan yang tepat. Dengan demikian, DPRD DIY 

tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai 

pendorong bagi pemerintah daerah agar lebih fokus pada program-

program yang memberikan dampak langsung terhadap kualitas 

pendidikan. 

Secara keseluruhan, efektivitas pengawasan DPRD DIY dapat 

diukur dari kemampuan mereka dalam melakukan evaluasi, 

berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan, serta melibatkan 

masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan 

sudah baik dan diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan 

kualitas pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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2. DPRD DIY menghadapi beberapa kendala dalam pengawasan, 

seperti keterbatasan waktu yang tersedia untuk melakukan 

pengawasan yang mendalam, kurangnya sinkronisasi data antara 

berbagai instansi, serta kekurangan sumber daya manusia yang 

kompeten dalam bidang pengawasan anggaran. Untuk mengatasi 

kendala tersebut, perlu dilakukan beberapa langkah, antara lain. 

meningkatkan persiapan dalam pembahasan anggaran agar lebih 

terstruktur, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia melalui 

pelatihan dan pendidikan, mendorong transparansi dalam proses 

pengawasan agar semua pihak dapat berpartisipasi dan memberikan 

masukan terkait penggunaan anggaran pendidikan. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan yang telah disusun, penulis 

dapat memberikan saran sebagai berikut:  

1. Memastikan bahwa sumber daya manusia (SDM) calon anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki pemahaman 

yang mendalam mengenai hukum, politik, serta pengetahuan dasar 

terkait fungsi dan mekanisme pemerintahan. Hal ini bertujuan agar 

mereka dapat menjalankan peran sebagai wakil rakyat secara lebih 

efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap 

kemajuan masyarakat. Dengan pemahaman yang baik tentang aspek-

aspek tersebut, calon anggota DPRD diharapkan dapat mengambil 

keputusan yang bijaksana dan strategis demi kepentingan publik. 

2. Mengadakan pelatihan dan workshop untuk anggota DPRD DIY 

terkait pengelolaan dan pengawasan anggaran, sehingga anggota 

DPRD dapat lebih baik memahami mekanisme anggaran pendidikan 

dan evaluasi terkait penganggaran pendidikan dan efektifitas 

penggunaan anggaran pendidikan. 

3. Membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk memfasilitasi 

sinkronisasi data antara DPRD, Dinas Pendidikan, dan instansi 

pendidikan terkait lainnya.  
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4. Meningkatkan kolaborasi antara DPRD dengan berbagai stakeholder 

pendidikan, termasuk guru, orang tua, dan organisasi masyarakat sipil 

,untuk mendapatkan masukan dalam proses pengawasan 

penganggaran serta penggunaan anggaran pendidikan itu sendiri.  

5. Melakukan transformasi budaya di kalangan anggota DPRD agar 

lebih berkomitmen dalam mengikuti program pelatihan peningkatan 

sumber daya manusia. Proses ini memerlukan pendekatan yang 

sistematis dan terencana, termasuk penyusunan program pelatihan 

yang relevan, penyediaan fasilitas yang memadai, serta penguatan 

motivasi dan kesadaran akan pentingnya pengembangan diri. Selain 

itu, perlu ada evaluasi berkala untuk memastikan bahwa anggota 

DPRD tidak hanya hadir, tetapi juga aktif berpartisipasi dan 

menerapkan ilmu yang didapat dalam tugas dan tanggung jawab 

mereka. 
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Lampiran 2: Dokumentasi Pada Saat Penelitian  

2.1 Wawancara Bersama Ketua Komisi D DPRD DIY 

 
Wawancara bersama Bapak RB. Dwi Wahyu B., S.PD., M.SI. anggota DPRD DIY   sebagai Kepala 

Komisi D pada Bidang Kesejahteraan Masyarakat 

Sumber: Penulis 

2.2 Wawancara di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

 
Wawancara bersama ibu Nur Zuhaida, S.Pd, selaku kepala Sub, Bagian, Keuangan Dinas 

DIKPORA DIY 

Sumber: Penulis 

 

 


